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Jekarta: Kementerian Perdagangan ( dag) kembali memblokir 105 domain

situs web entitas di bidang p: i (PBK) yang tidak

i perizinan

Sejak Januari 2021 terdapat 273 domain situs web yang diblokir. Pemblokiran
dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Untuk mencegah adanya potensi kerugian masyarakat akibat penawaran ikian
dan promosi di bidang PBK yang tidak berizin. Salah satu caranya dengan
melakukan pembatasan agar situs-situs web dari entitas tak berizin tersebut tidak
dapat diskses,” ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama dikutip

dari Mediaindonesia.com, Sabtu, 17 April 2021
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Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka

Komoditi, setiap pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka,

Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya dengan atau tanpa
kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana

margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan

transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuzli memi

dari Bappebti

Dengan demikian, pemblokiran domain situs web er

itas di bidang PBK tak

b

n Bappebti memiliki dasar hukum yang kuat, dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bigang PBK.

Melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 83/BAPPEETI/Per/06/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau
1kian, Pelatihan, dan Pertemuzn di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi,
dinyatakan dengan jelas bahwa setiap pihak yang berkedudukan hukum di
Indonesia dan/atau luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti
sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka,
Penasihat Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka
dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui
promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka

di Indonesia.

*Masyarakat perlu menyadari, apabila suatu situs web tidak dapat diakses, berarti
terdapat konten yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

di Indonesia,” kata Sidharta.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M Syist
meminta masyarakat agar jangan mudah terbujuk berbagai penawaran dari

oknum yang menjanjikan keuntungan dari transaksi di bidang PBK

~Banyak oknum yang memberi janji kepada masyarakat bahwa PBK dapat
menghasilkan keuntungan besar sebagai tambahan penghasilan. Bahkan,
dikatakan melalui PBK uang akan bekerja untuk kita. Padahal, risiko kerugian
yang dapat terjadi juga sangat besar atau biasa dikenal dengan istilah high risk

high return,” ujar Syist
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